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‘Empat Pejabat BPH Bah
embali Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

' Lama tak terdengar kabarnya, kasus dugaa.n <
rupsi dengan modus fraud (pinjaman fiktif) di B
Bali Cabang BPD Tabanan dengan tersangka Way
Sutarjana, kembali mencuat. Senin (8/6) kemarin, tin
penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Bali kembali memeriksa empat orang saks
yang semuanya pejabat perbankkan. “Setelah on-
ﬁtmasn, ada empat orang yang diperiksa. Semuanya
dari BPD,” sebut Kasipenkum Humas Kejati Bali

hari Kurniawan, siang !;emarin ’

- Hanya saja, saat ditanya ka, kemuugkman besar ketu-
nama-nama saksi, Ashari men-  gian negara akan bertambgh
belum dikabari soalempat =~ dari 1,7 thiliar. Ini dikare rakp
nama tersebut. Yang jelas, bunga tetap dihitung
kata dia, mereka diperiksa | alp
dari pagi dan sempat istirahat = sudah ada yang dxkemb li
siang sebelum dilanjutkan | :
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ter8ebut akan dilimpahkan ke kejakéaan, sore kemarin.
gadllan Tipikor Denpasar, = 7t ;
hari mengatakan, bahwa PDAM Karangasem
penyidik masih sedang bekerja Di ruangan lain di Kejati .
untuk menuntaskan'berkas. | i i
“Ya tunggu dulu, semua masih i -
proses dan saat ini ada empat §| adijuga diperiksa. Dia diperiksa
yang diperiksa,” sebutnya. jaksa Rochida di Lantai IT
Dalam perkara dugaan ko- | jati Bali. Di i ark
rupsi hingga Rp 1,7 miliar = dengan kasus pengadaan lahs
itu, kasus ini sempat men- PDAM Karangasem. Han a
perdebatan di kejaksaan, saja’saat dimintai konfirmaki,
¥ usmnyasoalranahpefkara Adnya Mulyadi tidak mau
hukum, yakni masuk pidana memberikan keterangan kar-
korupsi atau kejahatan per- ena dia mengaku masih lelah
Tak pelak, kasus yang  usai diperiksa. “Mohon mga
sudah memeriksa Dirut BPD = nggih (ya), saya lagi capdk.
‘Bali dan sejumlah pejabat akan saja langsung ke B
utama itu dilakukan dua kali " pintanya. ;
Eﬁse hingga akhirnya me- Sementara informasi di ke-
te
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n jalan terang. Yakni, jaksaan, selain Adnyana
! rsebut ditarik ke ranah i j ]
tipikor dan tetap dibidik Pidaus ' memeriksa )
Ke_ﬂtlBall. (] 'nya. ot adanga saks
Sementara informasi teran-  yang dimintai keterangan olgh
yar, akibat perbuatan tersang- = penyidik kejaksaan. (kmb37)
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- Pulau Pudut Tak Bisa
Ditumbuhi Mangrove

1 DINAS Kehutanan (Dishut) Bali  Wiranatha, M.M, yang méngaku su-
telah jawab surat protes yang dah me: i surat protes Walhi.

(b.lagé igkan Walhi Bali. Surat protes Wi ‘ Pu

- itu térkait acara sosialisasi optimal-  Pudut dan sekitarr se

isasi f}lgsi Tahura yang digelar luar Tahura sejatinya

Dinas Kehutanan, 27 Mei 2015. ‘wasan konservasi. Namun, kawasan
Walhi Bali menduga sosialisasi ini Pulau Pudut dan sekitarnya tidak
hanyalah upaya yang dilakukan bisa ditumbuhi mangrove. Sementa-
pemerintah untuk memuluskan ra area di luar Tahura bisa ditumbuhi
rencana reklamasi Teluk Benoa. mangrove, sehingga harus masuk
- Pasalnya, Dinas Kehutanan ber- kawasan hutan. Ta membantah bila
encana menukar Pulau Pudut dan langkah ini disebut meli ungi ka-
sekitarnya yang masuk kawasan wasan yang sudah dilindungi.

- Tahura ah Raidengansatuarea ~ “Sama-sama konservasi cuma
di luar a. Dengan demikian, di dalam dan di luar (hutan). Kar-
Pulau - dan sekitarnya secara ena ada tanaman kan dgmainnya
- otomatis akan menjadi zona 1'L.'a’fl"k Kehutanan, lebih dilindu gi kalau
- yang boleh direklamasi sesuai Per- dijaaikqtl;]ptan, lebih ketat jadinya.
“pres No.51 Tahun 2014. - Kecuali yang tidak ada tanaman,
“Namanya protes, ya... bisa-bisa ~ baru (bukan domain Ke tanan -
| saja. Kita jelaskan yang lurus saja - red),” jelasnya.
sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar = Hal. 23

Kepala Djmas Kehutanan Bali Ir. IGN = Rencana Reklamasi
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1
NELAYAN - Pulau Pudut tamp*ak masih ditumbuhi mangrove. Para
nelayan setiap hari menyewakan perahu untuk para wisatawan yang
| berkunjung ke pulau itu. b
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a kembali

memuluska rencana rekla-
masi Teluk Benoa. Ia berdalih
sudah sejak lama mengetahui.

Tahura Ngurah Rai rusak.

“Tahur ada aturan tersend-
iri, spesifik, kita jauh s belum
itu, sebelum orang bicara

boleh direklamasi.

ya

reklamasi ki a'suda tahu

Tahura itu ru inj ~ ternyata mereka masih me-
kita tekni ' gar. Sehingga upaya un-
lain,” ta: tuk melakukan t -menu-

Sebe
sekutif W,
Darmoko m e
kar-menuk

alre a tu-
kawasa Pulau

s ek
3 Bah unadl

Pudut ya ¢ engan:j" enda estor mereklamasi
kawasap d11 3:%1 awasan < Be oa, tegas ya.
hutan hanyals juga menilai tidak

tuk meng-
hilangkan atau meng|

ot ya spluas 169,95 hektar
' i kawasan hutan Dengan

Wiranaths jug. 'deinlklan, secara otomatis
memba nta[ bila rencana P u Pudut dan sekitarnya
ini merupakan upaya untuk n menjadi Zona P atau

kajrasanbuth daya sesuai isi
Perpres No.51 Tahun 2014

“Ini menunjukkan bahwa
rencana reklamasi Teluk

Benoa a tumpang tindih
de kawasan hutan. Seka-
lipun telah terbit Perpres 51,

kar kawasan Pulau Pudut
dan sekitarnya seluas 169,95
hektar adalah bagian dari

- Sfuna
tepat jika Dinas Kehutanan
ingin tu‘ax-menukar ka-
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wasan antara kawasan hutan
di Pulau Pudut dan seki-
vang tidak ditumbuhi
ove dengan kawasandi
utan yang ditumbuhi
ove. Pasalnya, areal di

238,79 hektar tersebut sejat-
inya telah ditetapkan s aga1
kawagan konservasi perairan
berdasarkan Perpres
Tahun 2011 maupun Per;
No.51|Tahun 2014. ‘ j
“Untuk apa kawasan yang

sudah!dilindungi, mau dilind-

ungi lagi? Jadi patut diduga

tuka menukar ini hanya

sebaghi kedok untuk men-

geluarkan kawasan Pulau :
Pudut dan sekitarnya dari

kawagan Tahura, sehingga

rencana reklamasi Teluk

Benod tidak terbentur sta-

tus kawasan hutan,” jelas

Suriadi (kmb32) ¢ T

res

status Pulauutfut lan.
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